
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 293/180/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIDЛA ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMiOR 322/180/TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMiBENTUKAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a.

b.

bah、λra dengan adanya kebutuhan daerah da_n penycsuaian

dinalllika   pcraturan   perundang― undangan,   11laka

Keputusan Bupati Nornor 322/180/Tahun 2024 tenta_ng

Progranl  Pcrnbentukan  Peraturan  Bupati  Kepulauan

Sangihe Tahun 2025 sebagaiinana telah beberapa kali

diubah  tcrakhir  dcngan  iKeputusan  iBupati  :Nornor

213/180/Tahun 2025 tcntang Pcrubahan Kecrllpat Atas

Kcputusan Bupati Nolllor 322/180/Tahun 2024 tentang

Progranl  Pelllbentukan  Peraturan  Bupati  :Kepulauan

Sangihe Tahun 2025,n■ aka perlu dilakukan perubahan;

bah、ハra bcrdasarkan pcrtirnbangan scbagaimana diinaksud

dalarn huruf a, perlu rncnctapkan iKcputusan iBupati

tentang Perubahan Kelirna Atas Keputusan Bupati NolnOF

322/180/Tahun 2024 tentang Progralll Pcrnbcntukan

Pcraturan iBupati Kepulaua_n Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

18221; Qf-101
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Al1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2?ll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OI+ tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2A18 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

20 i5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); AFq
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6. Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang

Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan

Sangihe Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor

2l3ll80/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Bupati Nomor 322l1S0lTahun 2O24 tentang

Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor

3221180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Bupati Nomor 2131180/Tahun 2a25 tentang

Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor

3221 180/Tahun 2O2+ tentang Program Pembentukan

Peraturan Bupati Kepuiauan Sangihe Tahun 2025,

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 3221180/Tahun 2024

tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati

Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

2. Keputusan Bupati Nomor t2l l8O lfahun 2025

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor

322 I 180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

3. Keputusan Bupati Nomor 821 180lTahun 2025

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati

Nomor 3221 180/Tahun 2024 tentang Program

Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe

rahun 2025; ?f-4,
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4. :Keputusan :Bupati Nornor 161/180/Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga Atas Pcraturan iBupati

Nornor  322/180/Tahun  2024  tentang  PrOgrarn

Pen■bentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe

Tahun 2025;dan

5, Keputusan iBupati Nornor 213/180/Tahun 2025

tentang Perubahan Keernpat Atas Pcraturan Bupati

Nornor  322/180/Tahun  2024  tentang  Prograrn

Pclllbcntukan Pcraturan 13upati Kepulauan Sangihe

Tahun 2025,

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan iKeputusan Bupatiini.

Keputusan iBupati ini nlulai berlaku pada tanggal

ditetapkarl・ 12キー́くし

lDitetapkan di Tahuna

pada tangga1 3 November 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

/
MI IHUNGARI
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KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 293/180/  TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELI}√ A ATAS KEPUTUSAN

BUPATI NOMOR 322/180/TAHUN 2024

TENTANG   PROGRAゝ /1   PEIMIBENTUKAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

PROGRAM PEIⅥ:BENTUKAN PERATURAN BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

PERANGKAT

DAERAH/UNIT KERJA
JUDUL RANPERBUP

Badan Perencanaan serta

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1)  Rencana Kc」 a Pcrangkat Dacrah Tahun

2026;dan

2) Rencana Strategis Perangkat IDaerah Tahun

2025-2029.

2 Badan Pengelolaan

Keuangan dan

Pendapatan Daerah

1) PenJabaran  Anggaran  Pcndapatan  dan

Belanja Dacrah Tahun 2026;

Tata      C‐ara      Penlberian      dan

PertanggungiaWaban SubSidi;

Batas Minirnal Kapitalisasi Aset;

Tata Cara Pemberian Pittaman Daerah;

Batas Waktu Penyetoran Penerirnaan;  ,

Batas 、vaktu penerbitan surat pcngesahan

lapOran  pCrtanggungiaヽ Vaban  pengeluaran

dan  sanksi  keterlan■ batan  penyarnpaian

lapOran pertanggungiaヽム7aban;

Keb」akan Fleksibilitas BLUD;

Tata Cara Pelaporan Bagi Pcjabat;

Jenis,Ukuran,Bentuk,dan Bahan Rcklainc

Na_rna Pcngcnal Usaha atau Profesi;

Perhitungan Nilai Scwa Rckla:肛 le;

Masa Paiak,Tahun Palak dan iBagian_Tah_un

Pttak;

Pcnetapan Tarif Rctribusi;

Detail Rincian Objek atas Pelayanan yang

dibcrikan olch BLUD;

Dctail Rincian Objek Retribusi;

2)

3)

4)

5}

6)

ワ ヽ
′′

8)

0ノヽ′

10)

11)

12)

13)

14) β卜、

NO



15)Bentuk Pcinanfaatan Barang :Milik Dacrah

dan Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif;

16)Tata Cara Pelaksanaan Pcrnungutan Palak

Dacrah;

17)Tata   Cara   Pcrl■ berian_   Kcringanan,

Pcngurangan, Pcrnbebasan dan Penundaan

Pernbayaran;

18)Adi■linistrasi  dan  Tata Cara Pelinberian

Kerlludahan Perpalakan Dacrah;

19)Alokasi Peinanfaatan Penerilnaan Rctribusi;

20)Tata Cara Pcrnberian da_n Pelinanfataan

lnsentif;

21)Tata Cara Pernberian lnsentif Fiskal;dan

22)Tata Cara Penilaian Pajak Bunli dan

Bangunan Pcrdcsaan dan Pcrkotaan.

3 Dinas Pemberdayaan
Itr^^--^-^1-^+ A^^ n^^^
rvrir.s-y iar a-Ka-L (litlr .lJ tr sic_

Daerah

1i Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
f7^*^.- 

-- 
fn^L.,^ A - 

/-rt\arr.
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2l Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran

2026; dan

3) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5

Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2025.

4 Dinas Pariwisata Daerah Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah,
I/^.*,^^^- T)^-^^*1-^-^^- D^*;-,,:^^+^ T1^^-^L l^*r\d-w d-Dd_lr r {-rr5[rrruia.rrSd-rr r d-r lw rDd-r.ct IJd.Lr arl, Lli1l1

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

5 Dinas Pemuda dan

Olahraga Daerah

Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga dan

Organisasi Olahraga Berprestasi di Daerah.

6 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa

Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non

Perizinan.

7 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Daerah

1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan

Kabupaten Layak Anak; dan

2j Penyelenggaraan Kampung Ramah

Perempuan dan Peduli Anak.

8 Dinas Lingkungan Hidup

Daerah

1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;

戯―



2)  Pengurangan Sarrlpah Rurnah Tangga dan

Sampah S●enis Sampah Rumah Tangga;

3) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah

Tanl製;a dan Sampah S●cnis Sampah Rumah

Tan_gga;daln

4)  ]Dokurncn Rencana lnduk Persarnpahan.

9 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Daerah

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Hoiistik-hitegratif di Daerah

10 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

11 Bagian Tata

Pemerintahan Setda

1) Peta Batas Kampung 122 Kampung; dan

2l Pembentukan, Penggabungan atau

Penghapusan Lindongan.

12 Bagian Organisasi Setda 1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas clan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah;

2) Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Daerah; dan

3) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

13 Bagian Perekononlia_n

Setda

Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Ake'u Banua.

14 Bagian Perencanaan cian

Keuangan Setda

Biaya Penunjang Operasional Bupati cian Wakii

Bupati

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MI G

/｀

AF注


